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Pendahuluan
UMKM memiliki peran penting dalam mendorong ekonomi 
lokal dan menjadi sumber penghidupan masyarakat.Di Dusun 
Waru Rejo, Desa Kejapanan, terdapat UMKM Kampung Pia 
yang berkembang sebagai usaha rumahan berbasis 
masyarakat.Namun, pemberdayaan UMKM masih 
menghadapi kendala, terutama dalam hal permodalan, 
penguatan kelembagaan, serta pelatihan dan 
pendampingan yang belum berkelanjutan.Penelitian ini 
penting untuk melihat sejauh mana Program UMKM Produk 
Kampung Pia mampu memperkuat ekonomi lokal dan 
meningkatkan kemandirian pelaku usaha
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Masalah dan Tujuan Penelitian 
Masalah : 
Pemberdayaan UMKM Kampung Pia di Dusun Waru Rejo belum berjalan 
optimal.Kendala utama terlihat pada bantuan modal yang terbatas, 
kelembagaan yang belum kuat, dan pelatihan serta pendampingan yang belum 
berkelanjutan.Akibatnya, pelaku UMKM masih menghadapi kesulitan dalam 
memperkuat usaha dan meningkatkan daya saing ekonomi local. 

Tujuan : 
Mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakat melalui Program UMKM 
Produk Kampung Pia.Menganalisis peran program tersebut dalam memperkuat 
ekonomi lokal di Dusun Waru Rejo.Menilai sejauh mana program UMKM Kampung 
Pia mendukung kemandirian pelaku usaha melalui bantuan modal, penguatan 
kelembagaan, serta pelatihan dan pendampingan.
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Metode
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian 
berada di Dusun Waru Rejo, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, 
Kabupaten Pasuruan. Informan dipilih dengan purposive sampling, yaitu 
pelaku UMKM pia dan pihak desa yang terlibat langsung dalam program. 
Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, 
dan studi pustaka.
Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman: pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan 
data diperkuat dengan triangulasi sumber dan metode.
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Pembahasan 
• 1. Capital assistanceTeori ini menekankan bahwa 

pemberdayaan harus memberi akses modal yang berkelanjutan, 
baik dalam bentuk dana, alat produksi, maupun akses pinjaman 
formal.Di Kampung Pia, bantuan awal memang pernah 
diberikan, misalnya alat produksi dan dukungan pascapandemi, 
tetapi tidak berlangsung rutin setiap tahun.Banyak pelaku UMKM 
masih mengandalkan modal pribadi dan hasil penjualan harian, 
sedangkan akses ke KUR atau koperasi ada tetapi belum 
banyak dimanfaatkan.
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Pembahasan 
2. Institutional strengtheningTeori ini melihat pentingnya lembaga 
seperti paguyuban atau koperasi sebagai penghubung, penguat 
jaringan, dan peningkat daya tawar pelaku UMKM.Di Kampung 
Pia, koperasi Wasuka dan paguyuban sudah ada, tetapi fungsinya 
sekarang lebih banyak sebagai wadah komunikasi daripada pusat 
pengembangan usaha.Jadi, kelembagaan sudah terbentuk, 
tetapi perannya belum optimal untuk mendorong kerja sama, 
inovasi, dan akses pasar secara kolektif.
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Pembahasan 
• 3. Training and mentoringTeori ini menekankan bahwa pelatihan 

harus terus-menerus dan diikuti pendampingan agar pelaku 
UMKM bisa menerapkan ilmu yang diperoleh.Di lapangan, 
pelatihan memang pernah dilakukan, terutama soal produksi, 
pengemasan, dan pemasaran, tetapi sifatnya tidak rutin dan 
tidak berkelanjutan.Akibatnya, banyak pelaku UMKM akhirnya 
belajar mandiri melalui pengalaman, internet, dan webinar, 
sehingga dampak pelatihan formal menjadi terbatas.
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Pembahasan 
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Kesimpulan  
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, bahwa upaya pemberdayaan masyarakat melalui 
Program UMKM Produk Kampung Pia di Dusun Waru Rejo telah dilaksanakan dengan 
beberapa bentuk dukungan, terutama dalam hal permodalan awal, penguatan 
kelembagaan, serta pelatihan dan pendampingan. Namun, implementasi program tersebut 
masih berlangsung tidak merata dan tidak berkelanjutan untuk semua pelaku usaha. Dari 
hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas UMKM pia masih bergantung pada modal 
pribadi dan keuntungan yang diperoleh dari usaha, sementara akses terhadap bantuan 
pemerintah bersifat terbatas, tidak teratur, dan lebih terfokus pada kelompok tertentu. Hal ini 
menciptakan perbedaan dalam kapasitas produksi dan daya saing di antara pelaku usaha. 
Situasi ini menunjukkan adanya disparitas antara tujuan kebijakan pemberdayaan UMKM dan 
kenyataan pelaksanaannya di tingkat lokal, yang juga terungkap dalam penelitian 
sebelumnya yang menyoroti pentingnya konsistensi dalam pendampingan serta peran aktif 
dari pemerintah desa. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa keberhasilan dalam 
memberdayakan UMKM tidak hanya bergantung pada adanya program atau bantuan saja, 
tetapi juga pada bagaimana mekanisme pelaksanaan dilakukan secara kontekstual, inklusif, 
dan sesuai dengan kebutuhan nyata dari pelaku usaha.
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